
 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 63 TAHUN 2014 

TENTANG 

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI 

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis 
usaha dan/atau  kegiatan yang wajib memiliki  Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup  di Kabupaten Sukoharjo; 

  b. bahwa untuk mendukung perkembangan usaha dan/atau 

kegiatan di Kabupaten Sukoharjo  dan tetap menjaga 
kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentang Jenis Usaha dan/atau  Kegiatan Yang Wajib Memiliki  
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
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  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun 2012  tentang  Izin  
Lingkungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2012  Nomor  48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2); 

  10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

  11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
207); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  UPAYA PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP  DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 
HIDUP  DI KABUPATEN SUKOHARJO. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sukoharjo.  

5. Pemrakarsa adalah  setiap orang atau instansi pemerintah yang  
bertanggung  jawab  atas  suatu  usaha  dan/atau kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.  

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  20 

Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  

8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah 
pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup 
dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 
 

 



 4 

BAB II 
UKL-UPL 

 
Pasal 2  

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 
kriteria wajib amdal  wajib memiliki UKL-UPL. 

(2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),  sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL  
wajib membuat SPPL.  

(4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria : 

a. tidak termasuk dalam kategori wajib Amdal; dan 

b. kegiatan usaha mikro dan kecil. 
 

BAB III 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 3 
 

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan 
kepada pemrakarsa.  

(2) Pengadaaan peralatan kantor untuk menunjang proses 

pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi 
UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

BAB IV 

PELAPORAN 
 

Pasal 4 

 
Pemrakarsa wajib membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 

(enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup 
tembusan ke instansi terkait.  

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati  Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 379), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 

 
Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 31 Desember  2014 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 
              ttd 
 

  WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  31 Desember  2014 
 

      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                    ttd 
 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2014 NOMOR 291 
 

 
 


